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LUARAN DI TINGKAT KABUPATEN 

1. Terbentuknya Satgas penurunan stunting 

ditetapkan oleh Bupati dengan 

memperhatikan peran aktif ketua tim 

penggerak PKK Kabupaten  

2. Tersedianya tim teknis di tingkat 

Kabupaten antara lain Terdiri dari PT, 

organisasi profesi, dll  

3. Tersedianya data sumberdaya penurunan 

stunting di tingkat Kabupaten 



LUARAN DI TINGKAT KABUPATEN 

4. Tersedianya data tentang alokasi sumber 

dana ke 10 desa sasaran 

5. Terlaksananya pemantauan kegiatan 

Pokja penurunan stunting di tingkat 

Kecamatan 

6. Tersedianya sumber dana penurunan 

stunting yang berasal dari APBD 

Perubahan 



LUARAN DI TINGKAT KECAMATAN 

1. Terbentuknya Pokja penurunan stunting 

lintas sektor dipimpin oleh Camat dengan 

wakil-wakil adalah kepala Puskesmas 

dan ketua tim penggerak PKK 

Kecamatan, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Camat  

2. Tersedianya alat/instrumen dan 

mekanisme monitoring penurunan 

stunting di desa sasaran  



LUARAN DI TINGKAT KECAMATAN 

3. Pokja menyusun laporan kegiatan 

penurunan stunting kepada Satgas 

penurunan stunting di Tingkat Kabupaten  

4. Pokja melaksanakan diseminasi dari 

sistem perencanaan dan pengelolaan 

program stunting ke desa-desa diluar 

desa prioritas  



LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI 

1. Terpilihnya 10 desa lokus stunting  

2. Terbentuknya/berfungsinya minimal 

2 Posyandu (rata-rata 3-5 posyandu) 

di setiap desa  

3. Terlatihnya/dilatih ulangnya 5 kader 

di setiap Posyandu untuk 4 

posyandu terpilih di desa  



LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI 

4. Tersedianya daftar keluarga sasaran by 

name by address yang masuk dalam 

1000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui, bayi 

0-5 bulan, 6-11 bulan dan anak 12-23 

bulan) di setiap Posyandu mengikuti 

sistem yang dimiliki oleh Kemenkes 

(menggunakan data ePPGBM/ 

pencatatan dan pelaporan gizi berbasis 

masyarakat untuk data balita dan ibu 

hamil).  



LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI 

5. PT tidak mengambil data dengan sistem sendiri, untuk 

memudahkan monitoring dan evaluasi. 

6. Tersedianya sarana paket pertolongan gizi (kapsul vit. 

A, TTD, PMT, dll) di setiap Posyandu 

7. Tersedianya sarana KIE (buku KIA, KMS, leaflet yang 

terkait dengan stunting) di setiap Posyadu (30 set KIE 

per kabupaten)  

8. Tersedianya profil keluarga sasaran untuk dasar alokasi 

program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi 

sensitif secara konvergen  



LUARAN DI TINGKAT DESA/NAGARI 

9. Tersedianya usulan intervensi kepada OPD 

terkait (intervensi gizi sensitif dan spesifik)  

10. Tersedianya ketetapan tentang besaran 

intervensi gizi sensitif dan spesifik dari berbagai 

sumber pembiayaan (OPD/dana desa/dll)  

11. Terlaksananya monitoring implementasi 

program penanggulangan stunting di tingkat 

desa  



MATRIKS SASARAN KEGIATAN, 

IDENTIFIKASI MASALAH INTERVENSI 

PENCEGAHAN STUNTING DALAM 

1000 HPK 
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